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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan kesimpulan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat kerawan banjir di Kecamatan Sekotong memeliki 3 klasifikasi, 

untukklasifikasi rendah dengan luasan 15.832,74 Ha, untuk klasifikasi sedang 

dengan luasan 14.954,33 Ha, sedangkan untuk klasifikasi tinggi degan luasan 

3.448,70 Ha. Tingkat kerawan longsor di Kecamatan Sekotong memeiliki 3 

klasifikasi, untuk klasifikasi rendah dengan luasan  15.089,88 Ha, untuk klasifikasi 

sedang  dengan luasan 18.978,88 Ha, sedangkan untuk klasifikasi tinggi degan 

luasan 166,95 Ha. Tingkat rawan kekeringan di Kecamatan Sekotong memeiliki 3 

klasifikasi, untuk klasifikasi rendah dengan luasan  28.942,65 Ha, untuk klasifikasi 

sedang  dengan luasan 5.210,79 Ha, sedangkan untuk klasifikasi tinggi degan 

luasan 82,33 Ha. 

2. Tingkat multi ancaman (multi hazard) di Kecamatan Sekotong memeiliki 3 

klasifikasi, untuk klasifikasi rendah dengan luasan 6.133,93 Ha, untuk klasifikasi 

sedang  dengan luasan 25.785,35 Ha, sedangkan untuk klasifikasi tinggi degan 

luasan 2.316,49 Ha. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah 

Saran yang dapat diberikan untuk pemerintah Kecamatan Sekotong, 

Kabupaten Lombok Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah agar lebih 

memperhatikan rencana-rencana yang akan dilakukan pada kawasan-kawasan 

rawan bencana di Kecamatan Sekotong dan merencanakan pembangunan berbasis 

mitigasi bencana. Selain itu, diharapkan pemerintah dapat mensosialisasikan 
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tentang system mitigasi bencana dan memberikan sosialisasi mengenai 

kebencanaan kepada masyarakat mengingat kawasan kita merupakan kawasan 

yang berada pada rawan bencana. 

2. Masyarakat 

Saran kepada masyarakat Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat 

yaitu diharapkan masyarakat mengetahui risiko tinggal dan hidup di kawasan 

rawan bencana dan lebih tanggap akan bencana.  

3. Penelitian Selanjutnya 

Saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya yaitu dapat menggali 

data yang dibutuhkan dengan lebih detail pada variable (multi hazard) agar 

penelitian tersebut dapat lebih baik lagi. 
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